
 
 
 

 
 

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA 
NOMOR :  24  TAHUN 2006 

 
TENTANG 

 
RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH 

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
 

WALIKOTA SAMARINDA, 

 
Menimbang : a. bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber 

pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan 
dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan 
kesejahteraan masyarakat; 

b. bahwa pemakaian dan/atau penggunaan tanah dan atau lahan Pemerintah Kota 
Samarinda, baik oleh orang pribadi maupun badan usaha perlu diatur dan 
disesuaikan dengan undang-undang pengaturannya; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan 
huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Peruntukan 
Penggunaan Tanah. 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang  

Darurat Nomor 3, Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352 
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukurn Acara Pidana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3566) dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984); 

4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000  tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 
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6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang 
telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat 
dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pencabutan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997  tentang Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah`Daerah; 

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang  Pedoman 
Pengesahan Peraturan Daerah; 

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang  Pedoman  
tata cara Pemungutan Retribusi Daerah; 

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175  Tahun 1997  tentang  tata  cara  
Pemeriksaan  dibidang Retribusi Daerah; 

13. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 tahun 2002 tentang Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda 
(Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 04 Seri D Nomor 04). 

 
Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Republiik Indonesia Nomor : S-050/MK.10/2006, 

tanggal 11 April 2006 tentang Evaluasi Raperda Kota Samarinda. 
 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAK1LAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA 

dan 

WALIKOTA SAMARINDA 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN 

PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH. 
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BAB   I 
 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Samarinda; 

2. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia; 

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah yang lain sebagai badan 
eksekutif daerah; 

4. Kepala Daerah adalah Walikota Samarinda; 

5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Kota Samarinda; 

6. Bagian Perkotaan adalah Bagian Perkotaan Sekretariat Kota Samarinda; 

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang 
melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, 
perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama 
dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, 
yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk 
usaha tetap, dan bentuk badan lainnya; 

8. Kas  Daerah adalah Kas Daerah Kota Samarinda; 

9. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan 
peraturan perundang-undang yang berlaku; 

10. Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek 
Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib 
Pajak serta pengawasan penyetorannya; 

12. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk 
mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan 
dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan 
menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak 
berakhir. 

13. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai 
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan 
oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.  Pengenaan sanksi berupa 
pembayaran bukan merupakan retribusi; 

14. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan 
barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan; 

15. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin 
kepada orang atau badan hukum yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian 
dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, 
prasarana sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga 
kelestarian lingkungan; 
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16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan 
retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau 
pemotongan retribusi tertentu; 

17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib 
Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang 
bersangkutan; 

18. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah surat yang oleh Wajib 
Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke 
Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; 

19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang 
meliputi Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah 
Kurang Bayar Tambahan atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar atau Surat 
Ketetapan Retribusi Daerah Nihil; 

20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah 
surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah 
kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang; 

21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan 
tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda; 

22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan/atau  keterangan 
lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam 
rangka melaksanakan ketentuan pengaturan perundang-undangan retribusi daerah; 

23. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang 
dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu 
membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan 
tersangkanya; 

24. Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah yang selanjutnya dapat disebut Retribusi, 
adalah pembayaran atas pemberian izin peruntukan penggunaan tanah kepada orang pribadi atau 
badan yang akan menggunakan tanah seluas 5.000 M2 atau lebih sesuai dengan rencana tata 
ruang Daerah; 

25. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah 
kepada orang pribadi atau badan untuk rneggunakan tanah seluas 5.000 M2 atau lebih yang 
dimaksudkan agar pengajuan tanah sesuai dengan rencana tata rauang daerah; 

 
 

BAB   II 
 

KETENTUAN PERIZINAN 
 

Pasal 2 
 

(1) Setiap orang pribadi dan atau badan hukum yang akan memanfaatkan peruntukan penggunaan 
tanah harus mendapat izin dari Kepala Daerah. 

(2) Tata cara pengguanaan tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapl:an oleh Kepala 
Daerah. 

(3) Penetapan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah dalam bentuk Surat 
keputusan dan/atau Peraturan Walikota. 
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BAB   III 
 

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI 
 

Pasal 3 
 

Dengan nama Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah dipungut retribusi sebagai pembayaran 
atas pemberian izin peruntukan penggunaan tanah seluas 5000 M2 atau lebih sesuai dengan rencana 
tata ruang daerah 

 
Pasal 4 

 
Objek Reribusi adalah setiap pemberian izin peruntukan penggunaan tanah seluas 5000 M2 atau 
lebih. 
 
 

Pasal 5 
 

(1) Subjek retribusi adalah orang pribadi dan atau badan yang memperoleh izin peruntukan 
penggunaan tanah. 

(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi dan atau badan yang memperoleh izin penggunaan tanah 
 
 

Pasal 6 
 
Batas luas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan oleh Kepala Daerah. 
 
 
 

BAB   IV 
 

GOLONGAN RETRIBUSI 
 

Pasal 7 
 

Retribusi izin Peruntukan Penggunaan Tanah digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu. 
 
 

 
BAB   V 

 
TATA CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI 

 
Pasal 8 

 
(1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan tingkat penggunaan jasa dan fasilitas yang 

dimanfaatkan. 

(2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa 
yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul daerah untuk penyelenggaraan jasa yang 
bersangkutan. 

(3) Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sulit diukur, maka 
tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah. 

(4) Rumus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus mencerminkan beban yang dipikul oleh 
Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut. 
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(5) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah nilai rupiah atau persentase tertentu 
yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang. 

(6) Tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut 
golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif. 

 
 
 

BAB   VI 
 

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN 
TARIF RETRIBUSI 

 
Pasal 9 

 
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Peruntukan Penggunaan Tanah didasarkan 

pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. 

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah keuntungan yang 
diperoleh atas penyediaan dan pemanfaatan fasilitas daerah. 

 
 

Pasal 10 
 
(1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali 
 
 
 

BAB   VII 
 

STRUKTUR DAN BESAR TARIF RETRIBUSI  
 

Pasal 11 
 

(1) Besamya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut : 

a. lndustri dan Pelabuhan ……………………… 5 % 

b. Pariwisata …………………………………… 2 % 
c. Industri Rumah Tangga ……………………... 0,5 % 

d. Komplek Perumahan, RS dan RSS ………...... 1 % 

e. Real Estate ………………………………….. 3 % 
f. Jenis-jenis Usaha Komersial ………………… 4 % 
g. Kawasan Olah Raga ………………………… 0,5 % 

h. Rumah Sakit Swasta ………………………… 1 % 

i. Usaha Sektor Pertanian ……………………... 1 % 

j. Jenis Kegiatan lainnya ………………………. 0,5 % 

 
(2) Tatacara penetapan, perhitungan dan mekanisme perhitungan retribusi selanjutnya ditetapkan 

berdasarkan Peraturan Walikota. 
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BAB   VIII 
  

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI 
 

Pasal 12 
 

Tatacara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah. 
 
 

Pasal 13 
 
(1) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi diutamakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan 

dengan penyelenggaraan pelayanan tersebut. 
(2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota. 
 
 

Pasal 14 
 
(1) Sebagian penerimaan dari retribusi digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan 

retribusi tersebut oleh instansi yang bersangkutan. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Walikota. 

 
 
 

BAB   IX 
 

TATA CARA PENAGIHAN 
 

Pasal 15 
 

(1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan 
pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo 
pembayaran. 

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang 
sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang. 

(3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk. 
 
 
 

BAB   X 
 

SAAT RETRIBUSI TERUTANG 
 

Pasal 16 
 

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang 
dipersamakan 
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BAB   XI 
 

 TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI 
 

Pasal 17 
 

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Ketetetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang 
dipersamakan. 

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat berupa karcis 
masuk, kupon, dan kartu langganan. 

(3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang 
membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan 
dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan 
Surat Tagihan Retribusi Daerah. 

(4) Penagihan Retribusi didahului dengan Surat Teguran 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penagihan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota. 
 
 
 

BAB  XII 
 

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI 
YANG KADALUWARSA 

 
 

Pasal 18 
 
(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah 

kadaluwarsa dapat dihapuskan. 

(2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah 
kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). 

(3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan 
Walikota. 

 
 

BAB   XIII 
 

SANKSI ADMINISTRASI 
 

Pasal 19 
 

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan 
sanksi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang dan ditetapkan 
dengan menggunakan STRD. 

 
 

BAB   XIV 
 

TATA CARA PEMBAYARAN 
 

Pasal 20 
 

(1) Pembayaran retribusi tertutang harus dilunasi sekaligus. 
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(2) Retribusi yang terutang dilunasi selarnbat-lambatnya 15 hari sejak diterimanya SKRD atau 
dokumen lain yang dipersamakan. 

(3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi di atur dengan Keputusan 
Walikota. 

 
 
 

BAB   XV 
 

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBIUSI 
 

Pasal 21 
 

(1) Dengan dasar kepentingan umum Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan 
dan pembebasan retribusi 

(2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah. 
 
 
 

BAB   XVI  
 

PENGAWASAN 
 

Pasal 22 
 

Pengawasan untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini dilakukan Kepala Daerah atau Pejabat yang 
ditunjuk 

 
 

BAB   XVII 
 

KETENTUAN PIDANA 
 

Pasal 23 
 

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah 
diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah 
retribusi yang terutang. 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran. 
 
 
 

BAB   XVIII 
 

PENYIDIKAN 
 

Pasal 24 
 

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang 
khusus sebagai  penyidik  untuk  melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. 

(2) Penyidik di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pejabat 
pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang 
berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : 

a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan  meneliti  keterangan atau laporan berkenaan 
dengan  tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut 
menjadi  lebih lengkap dan jelas; 

b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan 
tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi 
daerah; 

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan 
tindak pidana di bidang retribusi daerah; 

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan  
tindak pidana di bidang retribusi daerah; 

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan 
dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; 

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di 
bidang retribusi daerah; 

g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada 
saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa indentitas orang dan/atau dokumen 
yang dibawa sebagaimana dimaksud pada  huruf e; 

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah; 

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 

j. Menghentikan penyidikan; 

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak  pidana di bidang 
retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. 

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan 
menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi 
Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum 
Acara Pidana yang berlaku. 

 
 

BAB   XIX 
 

KETENTUAN LAIN-LAIN 
 

Pasal 25 
 
(1) Mekanisme, tata cara, sistem dan prosedur tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah 

yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini selanjutnya ditetapkan berdasarkan Keputusan 
Walikota. 

(2) Dalam hal Pemerintah Kota menemui kesulitan untuk penetapan harga jual objek retribusi dan 
atau harga dasar, sebagaimana dimaksud Pasal 11, maka Kepala Daerah dapat menetapkan lain 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
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BAB   XX 
 

KETENTUAN PENUTUP  
 

Pasal 26 
 

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang telah ada sepanjang mengatur 
hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi 

(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalan Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai 
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah. 

 
 

Pasal 27 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda. 
 

Ditetapkan di Samarinda 
Pada tanggal 2 Nopember 2006 

    
WALIKOTA SAMARINDA, 

 
 
 

ACHMAD AMINS 
Diundangkan di Samarinda 
Pada tanggal 3 Nopember 2006 

               
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA, 

 
 

 

MUHAMMAD SAILI 

 
LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2006 NOMOR 24 SERI C NOMOR 12 
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